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KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun suatu Rancangan 

Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2023  

Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Loa Janan 

Tahun 2023, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan 

kegiatan tersebut, Kecamatan Loa Janan perlu menerapkan prinsip efisiensi, 

efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan 

dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar 

program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi 

Kecamatan Loa Janan “ Menjadi Institusi Pelaksana Teknis Kewilayahan 

yang Berintegritas, Efektif dan Efisien “ 

Penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Loa Janan ini berpedoman 

kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara 

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).  

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari 

yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan 

penyusunan ini. 

 

               

 

Camat Loa Janan 
 
 
 
 

 Muhaji,S.Sos,M.Si.  
NIP. 19690510 199401 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus 

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, 

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) pasal (2) dengan jenjang 

perencanan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah 

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kota) harus 

menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana 

pembangunan  jangka menengah (RPJM) daerah, dan rencana kerja pemerintah 

daerah (RKPD) 

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP daerah, sesuai dengan Pasal 

7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah 

membuat dan memiliki Renja Perangkat daerah,yang di susun dengan 

berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah sebagaimana di maksud 

dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 

dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok 

sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan Tahun 2023 disusun dengan 

menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), 

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan 

suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh 

tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan 

kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, 

c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan 

Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) 

pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan 

prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja 

capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun 

berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, 

sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan 

pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun 

mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat 

dipertanggung jawabkan secara akademis. 
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Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) 

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara 

para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) 

keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum 

perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan 

musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus 

atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti 

perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan 

serta prioritas program. 

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Loa Janan mengacu 

pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara 

Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan 

aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil 

sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen 

RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan 

dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan 

sampai RAPBD. 

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang 

pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan 

musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan 

globalMDGs. Pendekatan ini tercermin pada 

a) sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah, b) konsisten pada 

RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Loa Janan, Konsisten dengan dokumen 

RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan 

pendekatan sistem. 

Pendekatan bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan 

diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta 

kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD. 

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 

tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung 

oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

 

 

 



Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 8 

 

1.2. Landasan Hukum 

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun 

Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).  

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438). 

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676 ). 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang 

tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817). 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta 

Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2016-2021 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9  Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Kecamatan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

1. Maksud : 

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Janan selama tahun 2023 

dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan. 
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2. Tujuan : 

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan 

pembangunan daerah 

 

1.4     Sistematika Penulisan. 
 

Pada dasarnya rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk 

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Loa Janan 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Dengan pola 

pikir seperti itu, sistematika penulisan Renja Tahun 2023 adalah sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

1.2 Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan  

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah.  

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.  

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.  

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH  

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

 

 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 4.1 Program dan Kegiatan 

 

BAB V. PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 

dan pemberdayaan masyarakat desa oleh KLJ adalah pengkuruan dalam bentuk 

indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator 

pada 10 (Sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. 

Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik 

kinerja KLJ secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan. 

Adapun capaian atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja 

Utama)  ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : 
 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
SATUAN 

TARGET 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan 
Kecamatan Yang 
Efektif, Efisien, 
Inovatif, Transparan 
dan Akuntabel  

Persentase 
keluhan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
kecamatan yang 
ditindaklanjuti  

Persen  75 85 85 85 85 

  

Persentase 
capaian 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum  

Persen  75 85 85 85 85 

  
Pertumbuhan 
Pendapatan Asli 
Desa  

Persen  70 70 70 70 70 

  

Pertumbuhan 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Kewenangan 
Kecamatan 
 

Nilai 65 65 65 65 65 

         

 

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja 

program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi 

serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan 

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra KLJ tidak 

efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan perencanaan dan 
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penganggaran yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi KLJ 

mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana 

mestinya 

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran yang perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan ril Kecamatan Loa Janan dan sesuai dengan 

tugas dan fungsi organisasi, diperlukan komitmen pimpinan dalam 

mengarahkan tim penyusunan program dan kegiatan. 

Berdasarkan Laporan Kinerja KLJ Tahun 2023 diatas, berikut 

disampaikan realisasi pelaksanaan renja tahun 2021, tabel 2.1 

 



Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 - 12 - 

 

Tabel 2.1 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  KLJ dan Pencapaian Renstra KLJ Tahun 2020 

Kabupaten Kutai Kartanegara 
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2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

kecamatan, dimana kedudukan, tugas dan wewenang adalah bahwa Kecamatan 

merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana tekniskewilayahan 

yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.Camat 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati 

melaluisekretaris daerah.Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 

yang meliputi: (a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) 

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

(c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; (d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; (e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; (f) membina penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan (g) melaksanakan pelayanan 

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat 

dilaksana kan pemerintahan desa.Selain itu Camat melaksanakan 

kewenanganpemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk 

menangani sebagian urusanotonomi daerah, yang meliputi aspek:a. perizinan;b. 

rekomendasi;c. koordinasi;d. pembinaan;e. pengawasan;f. fasilitasi;g. 

penetapan;h. penyelenggaraan; dani. kewenangan lain yang dilimpahkan. 

 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain. Kecamatan dipimpin oleh 

camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Camat mempunyai tugas: 

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; b. mengoordinasikan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. mengoordinasikan upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan 

penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota; e. 

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. 

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi 

penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah 

kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain yang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Kecamatan 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupatiuntuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.  

 

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Janan (KLJ) berdasarkan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, 
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dimana indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan Loa Janan 

sebagaimana uraian tugas camat diatas. Pencapaian kinerja Kecamatan Loa 

Janan, tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 

 





Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 - 26 - 
 

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Posisi kecamatan selain sebagai perangkat daerah atau perwakilan 

pemerintah di wilayah kerjanya, kecamatan juga memiliki posisi terdepan dalam 

melayani masyarakat, dimana kecamatan seringkali menjadi wakil masyarakat 

dalam menyampaikan informasi, aspirasi, saran dan aduan masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dari proses perjalan kecamatan selama ini dimana seringkali SKPD 

lainnya selalu meminta data dan informasi dari kecamatan bahkan SKPD 

lainnya seringkali melibatkan kecamatan untuk mensukseskan program 

kerjanya meskipun dengan dukungan personil pembiayaan, peralatan dan 

methode yang sangat terbatas. 

Dalam realitasnya seringkali kecamatan menjadi lapisan terdepan dalam 

melaporkan semua kejadian yang ada di wilayah untuk diteruskan kepada 

SKPD lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Masyarakat juga 

menjadikan Kecamatan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi 

masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Selama ini Kecamatan juga seringkali 

menjadi tempat untuk masyarakat menyampaikan aduan terhadap pelayanan 

pemerintah yang tidak memuaskan sebab selama ini masyarakat dan melalui 

tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadikan kecamatan adalah 

organisasi perangkat daerah yang paling mudah dijangkau. 

Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi kecamatan, kecamatan 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana 

kecamatan memiliki fungsi atributif dan distributif. Fungsi atributif kecamatan 

menjalankan fungsi umum pemerintahan dan sebagai fungsi distributif 

kecamatan menjalankan tugas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh 

bupati. 

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. 

Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat 

memerankan diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah 

kecamatan, desa, dan dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti 

sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan 

pemberdayaan perempuan. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah 

terbelenggu pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai 

ujung tombak kembar strategi pemerintahan sektoral maupun pendekatan 

kewilayahan. 

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada 

dalam struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar 

berbasis kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat 

daerah bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan 

fungsi sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan 

dapat memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi 
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Kecamatan dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. 

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan 

semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan 

penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral 

maka Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan 

yang memadahi maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam 

mengelola masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan 

pencapaian MDGs.  

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif 

adalah kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai 

organisasi pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran 

sampai dengan pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran 

yang minim dan dengan sistem pengaggaran pola penyeragaman dengan kurang 

memperhatikan keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan 

padahal setiap wilayah kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing 

masing yang sudah tentu pengembangan kecamatan mengunakan pola 

pendekatan dan strategi yang berbeda. 

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan 

menempatkan pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi 

sebagai jabatan fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di 

SOTK Kecamatan ada jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. 

Sementara itu untuk mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan 

Paten harus di dukung kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya 

pendistribusian tim teknis yang berkualifikasi untuk ditempatkan di kecmatan 

sebagai jabatan fungsional. 

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai 

Kecamatan jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya 

manusia yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan 

orang kabupaten merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri 

jarang dilaksanakan pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk 

mendukung pengembangan SDM Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan 

adanya pengembangan SDM Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, 

sehingga para Kasi Kecamatan bisa memerankan dirinya sebagai PPTK yang 

handal. Sebab selama ini para Kasi Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan 

dan mampu menjadi PPTK Kegiatan. 

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah 

kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi 

wilayah serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu 

dipersiapkan langkah sebagai berikut : 
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a.   Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya 

berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi 

organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan 

pembiayaan yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 

program kegiatan yaitu program administrasi perkantoran dan sarana 

prasarana perkantoran, semestinya ke depan perlu disusun rencana 

kergiatan anggaran berbasis PPTK artinya masing masing pejabat 

struktural memiliki rencana kerja yang nyata sesuai dengan kebutuhan 

yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting sebab setelah menjadi 

perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang dikedepankan dari 

fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun fungsi sektoral 

sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat struktural. 

b.   Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan 

diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip Good 

Governance dimana aspek visoner, tranparansi, partisipasi, akuntabel, 

efektif dan efisien menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting 

sebab selama ini seakan yang mengelola kegiatan hanya pengguna 

anggaran dan bendahara, sementara fungsi PA dan PPTK belum 

optimalkan secara nyata. Secara logika pekerjaan besar bila melibatkan 

kekuatan besar akan berhasil. 

c.   Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi 

pelaksanaan anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah 

semestinya berbasis kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya 

output namun juga outcame bahkan samapai kepada dampak dari 

kegiatan. Semestinya Lakip yang saat ini digunakan sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja pemerintahan seakan hanya formalitas, maka 

kedepan Lakip diharapkan benar benar menjadi alat ukur untuk 

mengetahui dampak sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. 

4.   Aspek Sarana Prasarana : 

Untuk menuju E-Government memang diperlukan kesiapan sarana dan 

prasana yang modern dengan dukungan peralatan dan pendukungnya yang 

modern maka modernisasi pemerintahan yang menjadi parameter reformasi 

birokrasi yang handal dapat terlaksana. Pemerintahan kedepan harus bisa 

mengikuti kemajuan jamannya termasuk kemajuan sarana dan prasarana 

perkantoran yang ada. 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

 

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Kembang Janggut adalah 

perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal 
dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program 

kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD. 
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Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel 2.3 dibawah 

ini : 

 

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 

  



Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 - 30 - 
 

 
 

 



Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 - 31 - 
 

 



Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 - 32 - 
 

 

 

 

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun 

perencanaanpembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa.Perencanaan pembangunan kecamatan 

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten. 

 

Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum 

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk 

mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah 

kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati 

rencana kegiatan lintas-desadi kecamatan. 

 

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana 

Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah  Kabupatenpada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan 

dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen 

Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja Kecamatan 

(Sesuai dengan PP No.08/2008 dan PP No. 19/2008). 

Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan 

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisai Perangkat Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Tabel 2.5 
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Tabel 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  

Tahun 2023 

 

USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023 
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BAB  III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan 

penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke 

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Kutai Kartanegara Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di 

atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2023 

hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah 

perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses 

penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang 

dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 

Kebijakan  merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu 

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien 

dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka 

mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard 

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu 

kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Loa Janan 

dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai 

berikut 

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka 

mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan 
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masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum 

dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang 

meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, 

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain 

yang dilimpahkan. 

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas 

Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan 

Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran 

yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena 

merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti 

disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk 

menangani urusan otonomi daerah. 

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan 

semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. 

 

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Loa Janan yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Loa Janan Tahun 

2021-2026. 

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan 

sebelummnya Kecamatan Kembang Janggut mempunyai tujuan yaitu 

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, 

Transparan dan Akuntabel”, yang artinya Meningkatkan kapasitas 

pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya 

aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima 

dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses 
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masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi 

masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, 

meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan 

meningkatkan keamanan lingkungan. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas dan 

jangkauan pelayanan publik kecamatan”, yang artinya meningkatnya tertib 

administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya 

Interkoneksitas antar wilayah 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Program dan Kegiatan 

 

Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna 

urusanpelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban 

penyelenggaraantugas-tugas umum pemerintahan. Kecamatan juga berperan 

sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memilikidaerah dalam arti 

daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umumpemerintahan di 

wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidangkoordinasi 

pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah 

kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan 

peraturan perundang -undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan/atau kelurahan, sertapelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang 

belum dilaksanakan oleh pemerintahandesadan/atau instansi pemerintah 

lainnya di wilayah kecamatan. 
 

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan 

dibandingkan denganperangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya untukmendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan 

tersebut yaitu adanya suatukewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio ku 

ltural, menciptakan stabilitas dalamdinamika politik, ekonomi dan budaya, 

mengupayakan terwujudnya ketenteraman danketertiban wilayah sebagai 

perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalamkerangka 

membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama 

camatselain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan 

tugas-tugaspembinaan wilayah. 

 

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek 

saranaprasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang 

pemerintahan dalamupaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 

sebagai ciri pemerintahankewilayahan yang memegang posisi strategis dalam 

hubungan dengan pelaksanaankegiatan pemerintahan kabupaten.  

 

Kebijakan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan kewenangan yang 

dilimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat 
Daerah 

Rekonsiliasi dan penyususunan laporan barang milik 
daerah dari SKPD 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
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Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

KoordinasiPenyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
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Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat  

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 
dengan Nonperizinan 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 

 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan  



Rancangan Awal Renja Kecamatan Loa Janan 2023 48 
 

Tabel 3.1 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

 
Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2023 

mengacu kepada petunjuk pelaksaan dan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada.  

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. 

Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat memerankan 

diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah kecamatan, desa, dan 

dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti sektor pemerintahan, 

ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan pemberdayaan perempuan. 

Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah terbelenggu pendekatan 

sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung tombak kembar strategi 

pemerintahan sektoral maupun pendekatan kewilayahan. 

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada dalam 

struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar berbasis 

kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat daerah 

bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan fungsi 

sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan dapat 

memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi Kecamatan 

dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan secara efektif dan efisien. 

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan 

semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan 

penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral maka 

Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan yang 

memadahi maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam mengelola 

masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan pencapaian MDGs.  

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif adalah 

kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai organisasi 

pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran sampai dengan 

pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran yang minim dan 

dengan sistem pengaggaran pola penyeragaman dengan kurang memperhatikan 

keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan padahal setiap wilayah 

kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing masing yang sudah tentu 

pengembangan kecamatan mengunakan pola pendekatan dan strategi yang 

berbeda. 

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan menempatkan 

pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai jabatan 

fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di SOTK Kecamatan ada 

jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. Sementara itu untuk 
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mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Paten harus di dukung 

kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya pendistribusian tim teknis yang 

berkualifikasi untuk ditempatkan di kecmatan sebagai jabatan fungsional. 

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai Kecamatan 

jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya manusia yang 

dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan orang kabupaten 

merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri jarang dilaksanakan 

pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk mendukung pengembangan SDM 

Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan adanya pengembangan SDM 

Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, sehingga para Kasi Kecamatan bisa 

memerankan dirinya sebagai PPTK yang handal. Sebab selama ini para Kasi 

Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan dan mampu menjadi PPTK Kegiatan. 

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah 

kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi wilayah 

serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu dipersiapkan 

langkah sebagai berikut : 

a.   Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya 

berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi 

organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan pembiayaan 

yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 program kegiatan 

yaitu program administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran, 

semestinya ke depan perlu disusun rencana kergiatan anggaran berbasis 

PPTK artinya masing masing pejabat struktural memiliki rencana kerja yang 

nyata sesuai dengan kebutuhan yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting 

sebab setelah menjadi perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang 

dikedepankan dari fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun 

fungsi sektoral sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat 

struktural. 

b.   Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan 

diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance 

dimana aspek visoner, tranparansi, partisipasi, akuntabel, efektif dan efisien 

menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting sebab selama ini seakan 

yang mengelola kegiatan hanya pengguna anggaran dan bendahara, 

sementara fungsi PA dan PPTK belum optimalkan secara nyata. Secara logika 

pekerjaan besar bila melibatkan kekuatan besar akan berhasil. 

c.   Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi pelaksanaan 

anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah semestinya berbasis 

kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya output namun juga 

outcame bahkan samapai kepada dampak dari kegiatan. Semestinya Lakip 

yang saat ini digunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan 

seakan hanya formalitas, maka kedepan Lakip diharapkan benar benar 

menjadi alat ukur untuk mengetahui dampak sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh SKPD. 
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Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja SKPD ditetapkan agar pelaksanaan 

tugas dan fungsi aparatur pada Kantor Kecamatan Loa janan adalah agar para 

aparaturnya dapat melaksanakan kegiatan dan fungsi pokok dalam proses 

penyelesaian tugas jabatan, dan petunjuk mekanisme kerja dari setiap lembaga 

pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap aparaturnya. Sedangkan 

tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi aparatur pejabat struktural 

yang dibebankan guna memaksimalkan pencapaian program kerja sesuai 

spesifikasi secara berkualitas dan memuaskan.  

Akhirnya kesamaan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Kinerja 

Kecamatan Loa Janan  dapat menjadi acuan pemerintah khususnya Pemerintah 

Kecamatan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. 

 

 

 

 

 


